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Abstrak: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2026. 

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: 1. Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 

tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026. 

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai 

pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan 

Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Teknis 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 21003) dan 



tata cara pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga 

belas akan ditetapkan dengan keputusan gubernur  

 

Catatan: - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 12 Maret 2026. 

- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2025 

tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. 

- 8 hlm.  

 

 


